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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul perlindungan hukum bagi pengungkap fakta atau 
whistleblower dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Whistleblower adalah seseorang 
yang mengungkap fakta bahwa ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana dalam suatu 
instansi atau organisasi. Pengetahuan seorang whistleblower terhadap dugaan tindak 
pidana tersebut belum mendapat perlindungan hukum sebagaimana layaknya seorang saksi. 
Namun, suasana yang kontradiksi terjadi bahwa para pengungkap fakta atau whistleblower 
tersebut mendapat serangan balik dari pihak yang dilaporkan bahkan yang lebih ironis lagi 
terjadi, para pengungkap fakta (whistleblower) tersebut menjadi tersangka atau terdakwa. 
Perlindungan hukum bagi whistleblower merupakan bagian dari upaya penegakan hukum 
yang sekaligus sebagai jaminan penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. 
Oleh karena itu, penulis menganggap perlu melakukan penelitian terhadap whistleblower 
dalam Perspektif sistem peradilan pidana, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam 
skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam Peraturan 
Perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum whistleblower 
dimasa yang akan datang. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian secara 
normatif yaitu mempelajari teori,konsep, dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait 
dengan permasalahn dialas. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa Bahwa Secara yuridis normatif, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) keberadaan whistleblower tidak ada tempat untuk 
mendapatkan perlindungan secara hukum. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka dalam 
kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan 
hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Jadi, Undang-undang Nomor 13 
tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menetapkan whistleblower sebagai 
pihak yang diberikan perlindungan. Hanya saksi dan korban yang diatur dalam undang- 
undang ini. Sedangkan perlindungan whistleblower dimasa yang akan datang Untuk 
melegalkan agar lebih sah. Pembuatan Undang-undang Whistleblower dapat segera dibuat 
yang mengatur secara khusus tentang whistleblower. Agar seorang whistleblower dapat 
mempunyai perlindungan hukum yang jelas dan memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap.

Kata kunci : Pengungkap Fakta(whistleblower), perlindungan hukum, Peraturan 
Perundang-undangan

xin



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang tidak senang untuk dirugikan 

dalam hubungan sesama dilingkunganya. Manusia sudah sejak lahir mengetahui apa 

yang baik dan apa yang tidak baik untuk dirinya sesuai dengan perkembangan dan 

pengetahuan serta pengalaman yang dipengaruhi oleh ntveau (derajat/tingkatan) dan 

mileau (lingkungan)-nya.

Perlu diatur bagaimana pola tingkah laku seseorang dalam menciptakan 

hubungan yang baik dengan sesamanya, yang disebut sebagai norma atau kaidah. 

Norma atau Kaidah dapat diraih apabila masyarakat membiasakan pola hidup yang

tentram dan disiplin guna terciptanya ketertiban sosial dalam masyarakat. Akan tetapi 

ketentraman dan kedisiplinan itu seringkah mengalami gangguan baik itu dalam 

masyarakat maupun diluar masyarakat.

Dalam hal tersebut maka diperlukan norma dan kaidah salah satunya yaitu 

norma hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingan umum sehingga dapat 

tercipta rasa aman, tertib, tentram dan adil, biasanya dalam bentuk sanksi. Tugas 

sanksi itu sendiri adalah :

1
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a. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum 

ditaati oleh semua orang;

b. Merupakan alat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. 

Pelaksana “alat pemaksa” ini diserahkan atau dapat diserahkan kepada penguasa

i

(negara).

Dalam memberikan sanksi kepada orang yang diduga bersalah, tentu

membutuhkan suatu bukti yang kuat akan tindakan seseorang tersebut apakah telah

melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah dan norma-norma yang

berlaku dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bukti yang sangat kuat dalam

hukum pidana untuk membuktikan suatu perbuatan/ tindakan yang telah dilakukan

tersebut adalah keterangan dari saksi sebagaimana diatur di dalam KUHAP yaitu

terdapat dalam Pasal 184.

Kedudukan saksi dalam memecahkan sebuah kasus atau sebuah perkara dalam 

sistem peradilan pidana merupakan sangat penting kedudukannya. Dalam Pasal 184 

KUHAP, menerangkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling
n

utama dan sah yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Keterangan terdakwa;
4. Petunjuk;
5. Surat.

S.R.yAsas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem Petehaem, 
Jakarta, 1980.,Hlm.30.

2 Andi Hamzah.,KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm.306
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Hak-hak para saksi seperti untuk mendapatkan perlindungan hukum atau 

keamanan dan kenyamanan sering kali diabaikan oleh aparat hukum padahal didalam 

Peraturan Perundang-undangan telah mengamanatkan hal tersebut yaitu dalam Pasal 

5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban.

Lemahnya perlindungan saksi samakin tampak didengar, baru-baru ini kita 

dikejutkan dengan sengketa antara KPK dengan institusi POLRI yaitu dalam kasus

tindak pidana penggelapan pajak dan pencucian uang oleh pegawai pajak yang disidik

oleh Mabes Polri yang melibatkan ar-Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji 

seperti yang diberitakan dalam kompas, Senin 22 maret 2010.3

Awalnya Susno menduga adanya keganjilan dalam proses penyidikan dan

penuntutan serta persidangan kasus tersebut, keganjilan tersebut terlihat dari adanya

indikasi penyimpangan karena uang bukti kejahatan pegawai pajak (Gayus) sebesar

Rp 25 Miliar direkening Gayus yang dibekukan pada masa Susno Duadji sebagai 

Kabareskrim telah dicairkan dan ia juga menduga ada keganjilan dalam 

pengadilan.4

vonis

Fenomena yang sangat menarik kita lihat adalah Susno Duadji yang diduga 

menjadi “markus” atau makelar kasus bahkan sampai sebut ‘merek” siapa jenderal 

yang terlibat kasus dalam kasus penggelapan pajak tersebut. Berita ini sempat 

menggemparkan petinggi polri dan tidak ketinggalan juga 2 jendral yang ikut terlibat

http://www.google.com.Kasus-kasusWhistleBlower . Diakses hari kamis 
2011. Pukul 21.15.WIB.

4 ibid

tanggal 28 Juli

http://www.google.com.Kasus-kasusWhistleBlower
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yang namanya disebut susno itu melaporkan atas pencemaran nama baik. Ex- 

Kabareskrim Komjen Susno Duadji seorang pengungkap fakta (Whistleblower) pada 

awalnya adalah seorang saksi, sekarang resmi menjadi tersangka pada hari rabu 24 

maret 20105 telah melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP mengenai pencemaran 

nama baik dan penghinaan. Sosok Susno memang unik karena dicaci sekaligus 

dicintai. Saat kasus century menyebar, Susno menjadi aktor nomor satu yang dibenci 

publik dan ketika Susno lengser dan buka suara pada media, Susno justru menuai 

simpati publik.

Padahal terdapat dua aturan hukum yaitu Surat Edaran Kapolri tahun 2005

dan Pasal 310 KUHP yang menjelaskan apabila ada kasus korupsi dan timbul pihak

lain yang merasa nama baiknya dicemarkan, maka polri harus mengutamakan

penyelesaian korupsi terlebih dahulu. Jadi kenapa “whistleblower•” kita Komjen 

Susno Duadji tetap dijadikan tersangka?6

Selain kasus Susno masih banyak lagi kasus yang menggambarkan kurang 

diperhatikan dan dilindunginya hak-hak saksi dan korban sebagaimana diamanatkan 

oleh Peraturan Perundang-undangan seperti dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu : seorang saksi 

dan korban berhak:

http://www.google.com.Kasus-kasusWhistleBlower. Diakses hari kamis, taneeal 28 Juli 
2011. Pukul 21.15.WIB. **

6 Ibid

http://www.google.com.Kasus-kasusWhistleBlower
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a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 
bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 
yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan 
dan dukungan keamanan;

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Mendapat identitas baru;
j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir.7

Ketentuan yang terdapat didalam Peraturan Perundang-undangan diatas tidak

dijalankan oleh aparat penegak hukum, karena dalam kenyataannya saksi dalam kasus 

tertentu masih mendapatkan diskriminasi dan tekanan serta tidak mendapatkan 

perlindungan hukum dari aparat penegak hukum, misalnya dalam Masalah korupsi 

dan pencemaran nama baik merupakan permasalahan yang kompleks dan turun- 

temurun berjalan seiringnya zaman, bahkan lebih cepat pertumbuhannya daripada 

urusan pemberantasan. Upaya pemberantasan korupsi yang terjebak dalam 

perdebatan selalu berjalan tertatih-tatih di belakang laju pertumbuhan taktik dan 

strategi para pelaku korupsi.

Dari kasus Susno tersebutlah muncul istilah whistleblower, whistleblower 

adalah pengungkap fakta dalam sebuah perkara pidana, seorang whistleblower adalah

7 Undang-undangNo.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 5 ayat 
l tentang perlindungan dan hak saksi dan korban).
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istilah bagi karyawan, mantan karyawan atau pekerja anggota dari suatu 

institusi/organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap ketentuan kepada 

pihak yang berwenang. Secara umum segala tindakan yang melanggar ketentuan 

berarti melanggar melanggar hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman 

pihak publik/kepentingan publik, termasuk didalamnya korupsi, pelanggaran atas 

keselamatan kerja dan lain-lain.

Seorang whistleblower sering tidak mendapatkan perlindungan, alasan yang 

sering muncul kenapa seorang whisteblower tidak mendapatkan perlindungan hukum 

karena tidak ada Peraturan Perundang-undangan khusus yang mengatur tentang 

whisteblower atau perlindungan terhadap hak seorang sebagai pengungkap fakta.

Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk melindung hak-hak whistleblower dan untuk 

memberikan perlindungan hukum kepada whistleblower hanya memakai Peraturan 

Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 15 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) yang mana menyebutkan bahwa: KPK berkewajiban untuk

memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan

atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi. Perlindungan tersebut

meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan dari pihak

kepolisian.

Saat ini telah ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang 

menjalankan tugas memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, namun lingkup
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LPSK sayangnya belum menjangkau whistleblower. Undang-undang Nomor 13 tahun

2006 tidak menetapkan whistleblower sebagai pihak yang diberikan perlindungan.

• 8Hanya saksi dan korban yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketertarikan penulis mengkaji permasalahan tersebut didasarkan dengan 

pertimbangan bahwa belum diatur melalui Peraturan Perundang-undangan khusus 

yang mengatur masalah whistleblower, walaupun Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirasakan tidak melindungi para 

whistleblower atau pengungkap fakta tersebut. Dan perlindungan hukum bagi 

pengungkap fakta atau whistleblower di masa yang akan datang. Oleh karena 

permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut

dalam bentuk skripsi dengan judul : “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

PENGUNGKAP FAKTA (WHISTLEBLOWER) DALAM PERSPEKTIF

SISTEM PERADILAN PIDANA.”

Varia peradilan nomor 304 maret 2011, ikatan hakim Indonesia (IKAHI). Hlm.l 1
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B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis 

mengangkat beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah pengungkap fakta atau whistleblower telah mendapatkan 

perlindungan hukum dalam Perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengungkap fakta atau 

whistleblower di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pengungkap fakta

(whistleblower) dalam mendapatkan perlindungan hukum dalam

perundang-undangan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui, menjelaskan, menganalisis perlindungan hukum

terhadap pengungkap fakta (whistleblower) di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan dengan diselesaikannya skripsi ini dapat memberikan 

sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, terutama terhadap perkembangan



9

hukum nasional khususnya dalam hal whistlebower dan diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi para akademisi dan masyarakat lainnya yang 

ingin menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap 

whistleblower atau pengungkap fakta.

b. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana 

perkembangan whistleblower atau pengungkap fakta dimasa yang akan

datang.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum nasional

terutama khususnya masalah Whistleblower serta untuk menambah

wawasan bagi pembaca dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah

untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban khususnya

whistleblower atau pengungkap fakta.

£. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan 

yaitu pembahasan tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta atau 

(Whistlebelower) ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana.
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode penelitian normatif9 :

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tipe penelitian ini adalah Penelitian 

Hukum Normatif atau yang disebut juga dengan Penelitian Hukum 

Kepustakaan/Doktrinal10. Penelitian ini menfokuskan kajiannya pada 

hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan 

Perundang-undangan (Law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai 

kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang

dianggap pantas.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan

pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendektan

melalui konsep-konsep hukum dalam hal pidana dan hukum acara

pidana.

9 Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat”. PT. RajaGrafindo, Jakarta,1985. Hlm.33

10 Penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakan mencakup: (a) penelitian 
terhadap asas-asas hukum, (b) penelitian terhadap sistematik hukum, (c) penelitian terhadap taraf 
sinkronisasi vertical dan horizontal, (d) perbandingan hukum dan (e) sejarah hukum. Lihat dalam 
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ”, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta,2001, Hlm. 14
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b. Pendekatan Aturan Hukum (Statue Approach) yaitu pendekatan 

melalui aturan-aturan hukum ndengan melihat aturan perundang-

13 tahun 2006 tentangundangan, Undang-undang Nomor 

Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Untuk 

itulah bahan-bahan hukum yag akan digunakan meliputi:

yaitu bahan-bahan hukum yang 

Mahkamah Agung Nomor

a. Bahan Hukum Primer

mengikat,berupa: Surat Edaran

05/Bua.6/Hs/SP/VIIl/2011,Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan perlindungan bagi saksi whistleblower. 

b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi bahan-bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-

buku mengenai whistleblower, hasil penelitian,makalah seminar, hasil

lokalkarya, dan hasilkarya dari kalangan hukum yang berhubungan

dengan whistleblower.;

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti 

: politik, sosiologi, antropologi, filsafat, kamus bahasa Indonesia,

11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-4 Kencana Prenanda Group, 
Jakarta. 2008,Hlm.93-94.

12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 1986, Hlm. 52.
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kamus bahasa Inggris-Indonesia dan lain-lain. Bahan-bahan ini 

sifatnya menunjang atau melengkapi bahan-bahan hukum primer 

maupun sekunder.13

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan penelitian dan informasi pada 

penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagaimana menurut Arief Sidharta14 yaitu 

identifikasi, sistematisasi, dan deskripsi bahan-bahan serta infomasi yang berhasil 

dikumpulkan termasuk untuk menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

13 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Opcit., Hlm.13
Bemard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, CV. Mandar Madju, 

Bandung,2000,Hlm.39
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